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ABSTRAK 
Pertambangan yang ada di Aceh Selatan terletak di Gampong Alue Baro, 
merupakan jenis pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat adalah dilakukan oleh 
rakyat dalam rangka menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Akan tetapi dalam hal ini terjadi dampak bagi lingkungan itu sendiri, 
walaupun dalam Undang-Undang telah dikemukakan, namun apabila terjadi 
kerusakan lingkungan maka perlu ditertibkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui upay-upaya yang dilakukan pemerintah Gampong dalam penertiban 
pertambangan emas dan untuk mengetahui hambatan-hanbatan pemerintah 
Gampong dalam penertiban penambang emas. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemerintah 
Gampong dalam upaya terkait dengan penambang sudah melakukan penertiban 
melalui sosialisasi/musyawarah, memberika pemahaman kepada masyarakat 
tentang peraturan pertambangan. Dan melaksanakan implementasi surat edaran 
bersama tentang peraturan-peraturan pertambangan emas di Gampong Alue Baro 
pada Tahun 2018. Sedangkan hambatan tokoh gampong dalam penertiban 
pertambangan ini terbagi dua: yang pertama hambatan internal yaitu perbedaan 
pendapat antara aparatur gampong dengan masyarakat penambang. Yang kedua 
hambatan eksternal, koordinasi dengan pemerintah sudah dilakukan, pemerintah 
kecamatan belum melakukan penertiban hanya saja mereka menghimbau untuk 
menjaga air limbah supaya jangan terkonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan 
pertambangan ini masih tetap dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan yang 
telah disepakati bersama oleh pemerintah Gampong dengan para penambang. 
 
Kata kunci: Peran, Pemerintah Gampong, Penambang Emas. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara kepualauan yang memepunyai potensi sumber 
daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral 
merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang 
dimiliki oleh indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 
Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata didalam perut 
bumi. Berdasarkan sumber daya mineral tersebut antara lain: minyak bumi, emas, 
batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya itu diambil dan dimamfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1 
Bedasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari negara indonesia adalah melindungi 
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indnesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat”.  
 
                                                          
1 Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, (jakarta: Rajawali Pers, 2010)Hal 1 
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Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur adalah dengan melakukan pemamfaatan hasil bumi dalam berbagai 
sektor, salah satunya adalah dalam pemamfatan bahan tambang khususnya emas. 
Sektor pertambangan diindonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk 
mendapatkan devisa negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan/ atau usaha 
tambang dindonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam 
implementasinya. Negara sering dihadapkan pada kndisi dilematis antara 
pemamfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.2 
Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan oleh 
pemerintah indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, 
industri pertambangan juga menyedot banyak lapangan kerja dan bagi kabupaten 
kota merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) kegiatan pertambangan 
merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, ekploitasi, pengolahan 
pemurnian, pengankutan mineral bahan tambang. Industri pertambangan selain 
mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap perusakan 
lingkungan.3  
Pertambangan yang ada di Aceh Selatan terletak di Gampong Alue Baro 
yang merupakan jenis pertambangan rakyat. Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia NO 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 32 tentang pertambangan mineral dan batu 
bara, disebutkan bahwa pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertamabangan 
                                                          
2 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 1. 
3 Sisva Maryadi, Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Pertambangan Di Kabupaten 
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Pontianak, Stain Pontianak Press, 2013, hal 2 
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bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C yang dilakukan oleh rakyat 
setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana 
untuk pencarian sendiri. Pertambangan emas adalah dilakukan oleh rakyat dalam 
rangka menambah penghasilan, penghasilan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Akan tetapi dalam hal ini terjadi dampak bagi lingkungan itu sendiri, 
walaupun dalam Undang-Undang dapat dikemukakan, akan tetapi apabila terjadi 
kerusakan lingkungan perlu ditertibkan. 
Gampong Alue Baro akibat penambangan emas adalah terjadinya 
pencemaran air, pencamaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran suara. 
Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam kegiatan penambangan yang 
dilakukan menggunakan merkuri sebagai bahan yang digunakan untuk memisahkan 
biji emas dengan pasir. Merkuri atau sering disebut air raksa adalah sejenis logam 
cair, jika logam cair ini masuk ketubuh manusia, maka menimbulkan dampak yang 
sangat serius bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Di kabupaten 
Pidie aktivitas pertambangan dihebohkan terjadinya pengrusakan lingkungan karna 
penggunaan merkuri. Sungai-sungai tercemar sehingga seisinya seperti ikan, lokan 
atau kerang yang berada disana sudah enggan dikomsumsi oleh masyarakat karena 
terpapar racun merkuri 
Berdasarkan realita lapangan studi ini menarik untuk melihat bagaimana 
keterlibatan pemerintah dalam penertiban penambang emas yang masih 
berkembang di Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh selatan. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana upaya Pemerintah Gampong dalam penertiban penambang 
emas di Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh 
Selatan? 
b. Apa saja hambatan Pemerintah Gampong dalam penertiban penambang 
emas di Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh 
Selatan? 
C. Tujuan Penelitian. 
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas maka 
penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Gampong 
dalam penertiban penambang emas di Gampong Alue Baro Kecamatan 
Meukek Kabupaten Aceh Selatan. 
b. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Gampong dalam penertiban 
penambang emas di Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek 
Kabupaten Aceh Selatan. 
D. Mamfaat Penelitian. 
a. Mamfaat secara teoritis adalah dengan adanya penelitian ini penulis 
berharap dapat menambah kajian keilmuan dan dapat menjadi bahan 
rujukan bagi peneliti selanjutnya. 
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b. Mamfaat secara praktis adalah dengan penelitian ini diharapkan untuk 
dapat memberikan pemahaman bagai masyarakat Aceh khususnya, 
tentang penertiban penambangan emas. 
c. Mamfaat secara akademis agar dapat menambah referensi bagi 
mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya mahasiswa 
Manajemen Dakwah, untuk lebih mempertajam kajian ilmu tentang 
pemerintahan. 
E. Defenisi Operasional 
Penulis memandang perlu terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap 
istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan 
salah penafsiran dari para pembaca. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 
1. Peran 
Peran adalah Pemain sandiwara, tukang lawak pada pemain makyung4. 
Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama 
dalam terjadinya hal atu peristiwa. Adapun peran yang dimaksud dalam penulisan 
Skripsi ini adalah bagaimana peran pemerintah gampong Alue Baro yaitu Keuchik, 
Sekretaris dan Tuha Peut Gampong dalam penertiban penambang emas. 
 
                                                          
 4 W.j.s Poerwadarminta, kamus lengkap bahasa indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 
2007)Hal 870  
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2. Pemerintah 
Pemerintah adalah keuasaan memerintah suatau negara (daerah negara) 
negara memerlukan yang kuat dan bijaksana.5 Pemerintah yang peneliti maksud 
adalah pemerintah gampong, yaitu Keuchik, Sekretaris dan Tuha Peut Gampong. 
Pemerintah gampong adalah penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh 
pemerintah gampong dan tuha peut gampong. 
a. Keuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta 
diangkat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memimpin 
pemerintah Gampong.6 
b. Sekretaris Gampong adalah tangan kanan dari Keuchik dan bertugas dalam 
memperlancar tugas yang berhubungan dengan administrasi Gampong. 
Karena berhubungan dengan administrasi, seorang administrasi Gampong 
haruslah merupakan seseorang yang baik dalam hal administrasi.7 
c. Tuha Peut adalah suatu institusi perangkat Gampong yang terdiri dari empat 
unsur ketokohan masyarakat, yang dituakan karena pengalaman, kearifan 
dan disegani dalam Gampong yang bersangkutan yang mana mereka 
membantu Keuchik memberikan nasehat/saran atau tempat Keuchik 
meminta pendapat dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan.8 
                                                          
5 W.j.s Poerwadarminta, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...,  Hal 876l 
6 Asiah. Peran Pemerintah Gampong Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (Studi di Gampong Dayah Beuah Kecamatan Delima Kabupaten Pidie) 2013. Hal 10 
7 M.Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh (yogyakarta, 
grafindo,2012)Hal 182 
8 Qarina. Peran Tokoh Gampong Dalam Membimbing Usaha Kehidupan Ekonomi 
Keluarga Single Parent di Kec. Gajah Putih Kab.Bener Meriah. 2017. Hal 16 
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3. Penertiban 
Adalah Perbuatan (hal dan sebagainya), menertibkan9. Jadi penertiban yang 
penulis maksud adalah suatu kegiatan tentu memiliki peraturan-peraturan supaya 
tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu penertiban adalah suatu 
peraturan yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam sebuah 
kegiatan. 
4. Penambangan Emas 
Penambangan emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam 
pengambilan emas dari tanah. Emas harus diambil dari daratan tinggi baru digali 
sedalam mungkin agar dapat emasnya. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan 
dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengelolaan, 
pemamfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas 
dan emas).10 
Jadi penambang yang penulis maksud adalah seseorang atau sekolompok 
orang yang bekerja dengan menggunakan alat untuk menggali permukaan tanah 
dengan tujuan mencari bebatuan dan tanah yang mengandung emas. 
 
 
                                                          
9 W.j.s Poerwadarminta, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia..., Hal 1264 
10 Suprianto, Peran Islam Terhadap Para Penambang Emas (Studi di Gampong Paya 
Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan), 2014, hal 8 
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F. Sistematika penulisan  
Dalam penulisan skripsi ini, agara dapat kejelasan secara garis besar dan 
dapat dimengerti dengan mudah, maka dalam pembahasannya secara berurutan 
penulis membagi dalam lima bab, yaitu 
Bab satu tentang pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan, mamfaat penelitian, defenisis operasional dan sistematika penulisan. 
Bab dua berisi landasan teori secara garis besar mengenai peran, 
pemerintah, dan landasan hukum pertambangan rakyat. 
Bab tiga kemukakan mengenai metode penelitian, sumber penelitian, teknik 
pengambilan data dan teknik analisis data. 
Bab empat merupakan deskripsi dari hasil observasi, wawancara dan 
dokumentasi dengan perangkat desa yaitu keuchik, imam dan tuha peut. Juga 
dengan para penambang. 
Bab lima merupakan bab hasil penelitian dan saran yang berisikan hasil 
penelitian berupa kesimpulan secara keseluruhan. Adapun teknik penulisan dan 
penusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda 
Aceh. 
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BAB II 
 LANDASAN TEORITIS 
A. Peran Pemerintah Gampong 
Peran adalah Pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan makyung1. 
Dari paparan di atas dapat disimpulkan peran merupakan seseorang atau 
sekelompok orang yang berada dalam suatu tempat atau wilayah yang berwenang 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 
menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang 
satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan 
atau kedudukan tanpa peranan. Sebagai mana halnya dengan kedudukan, perananan 
mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai maca-macam peranan yang berasal 
dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan 
menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan 
apa yang diberikan oleh masyararakat kepadanya.2 
 
                                                          
 1 W.j.s Poerwadarminta, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia..., Hal 870  
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengatar, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2006) Hal 
212 
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Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur prilaku seseorang. Peranan 
menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-
perbuatan orang lain orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan prilaku 
sendiri dengan prilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada 
dalm masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam 
masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat 
pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 
kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang 
menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak 
menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, 
seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu 
peranan.3 Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut; 
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan masyarakat. 
b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 
Dalam sistem pemerintahan di Aceh, Gampong merupakan strata 
pemerintah yang paling rendah. Gampong berada dibawah mukim. Terdapat 
beberapa peraturan yang mengatur perubahan struktur pemerintah ditingkat yang 
paling rendah. Ditingkat Perda saja, sampai saat ini ada dua Perda yang mengatur 
masalah ini. Yang pertama aadalah Perda nomor 2 tahun 1990 tentang pembinaan 
                                                          
3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar..., Hal 213 
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dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta Lembaga 
Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda mendefenisikan Gampong sebagai 
suatu wilayah ditempati oleh sejumlah penduduk sebaagai kesatuan masyarakat 
hukum, dan merupakan struktur organisasi pemerintahan yang paling rendah.4 
Dengan disahkan Perda No 2 Tahun 1990 tersebut, maka istilah Gampong 
telah diresmikan untuk menyebut Desa dalam sistem pemerintah terendah di 
Provinsi NAD. Istilah Gampong sebenarnya lebih populer dalam masyarakat Aceh 
untuk menyebut sebuah Desa. Meskipun sering juga sebuah Gampong disebut 
dengan istilah Meunasah. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa sebuah 
Gampong selalu terdapat sebuah meunasah. Contohnya Gampong lubuk disebut 
oleh penduduk Gampong dan sekitarnya dengan sebutan meunasah lubuk (sebuah 
Gampong diwilayah aceh besar) 
Selanjutnya di dalam Perda No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan 
kehidupan adat, gampong diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh 
sejumlah penduduk sebagai keasatuan masyarakat terendah dan berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Perda No 7 tahun 2000 ini tidak 
menghapuskan berlakunya perda No. 2 Tahun 1990, tetapi justru menguatkan 
substansi yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaran 
kehidupan adat diprovinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sejak dikeluarkannya/ 
disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2001 Tentang 
                                                          
4 Saleh Suhaidy, Buku Pegangan Teungku Imuem Menasah, (Banda Aceh, Dinas Syariat 
Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal 1 
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Otonomi Khusus bagi provinsi daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam. 
Dalam UU No. 18 Tahun 2001, dikatakan Gampong atau nama lain adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah 
langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati daerah tertentu, yang 
dipimpin oleh Keuchik atau nama laindan berhak menyelenggarakan urusan rumah 
tangganya sendiri, berbeda dengan Perda No 2 tahun 1990 diatas yang menyatakan 
Gampong berada di bawah Camat, UU No 18 tahun 2001 menyatakan bahwa 
Gampong saat ini berada di bawah mukim sebagai koordinator gampong. 
Apabila diperhatikan ketiga peraturan yang telah disebutkan, terdapat 
adanya perbedaan pengertian gampong. Didalam Perda No. 2tahun 1990 ddan 
Perda No 7 tahun 2000, gampong diartikan sebagai suatu wilayah yang ditemapati 
oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan, sedang dalam UU No 18 Tahun 
2001 gampong diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dan seterusnya, 
menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik. Jadi dalam UU no 18 
tahun 2001 gampong adalah kesatuan masyarakat hukum bukan suatu wilayah atau 
tempat yang dihuni oleh suatu masyarakat hukum. 5 
Wilayah dalam hal ini kaitannya dengan desa merupakan daerah yang 
ditempati oleh sejumlah orang (disebut penduduk) sebagai kesatuan masyarakat 
(hukum). Menurut Ter Haar, seperti dikutip Moh. Koesno dalam bukunya 
“Catatan-Catatan terhadap Hukum adat Dewasa ini” mengartikan masyarakat 
                                                          
5 M. Saleh Suhaidy, Buku Pegangan  Teungku Imuem Meunasah ..., Hal 3 
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hukum sebagai kelompok-kelompok yang tertib dan bersifat awet yang mempunyai 
pemerintahan sendiri dan harta materil dan immateril sendiri. 
Kelompok yang tertib, awet mempunyai pemerintah sendiri dan harta ini 
tentunya yang dimaksud adalah sejumlah orang dan disebut penduduk bila 
bertempat tinggal, menetap disuatu daerah atau wilayah. Daerah atau wilayah 
tempat tinggal sejumlah orang yang disebut masyarakat (hukum) dan mempunyai 
pemertintahan sendiri (organisasi pemerintahan) terendah dibawah Camat, oleh 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa disebut dengan 
Desa dan kemudian diberlakukannya Perda No 2. Tahun 1990 dan Perda No. 7 
disebut dengan sebutan Gampong. Jadi menurut Perda No 7 tahun 2000, gampong 
adalah sebutan bagi suatu daerah atau wilayah diAceh besar (khususnya) yang 
ditempati oleh sejumlah atau sekelompok orang disebut masyarakat (hukum), 
mempunyai harta benda dan bukan benda, yang mempunyai organisasi pemerintah 
tersendiri dibawah kecamatan dan kemukiman berdasarkan struktur pemerintah. 
Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas-
batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. 
Kembali kepada Perda No 2 Tahun 1999, selain meresmikan istilah 
gampong untuk menyebut desa, juga diberlakukan lembaga-lembaga adat yang 
berasal dari sistem pemerintah gampong dan mukim dimasa lalu, yaitu: 
a. Tuha peuet 
b. Imuem meunasah 
c. Keujrun Blang 
14 
 
 
d. Panglima laot 
e. Petua seunebouk  
f. Haria peukan  
g. Syahbandar6 
Dan/atau lembaga-lembaga adat yang disebut dengan nama lain, tetepi 
mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga adat. Dalam 
Perda No 2 Tahun 1990 pada Pasal 4 disebutkan bahwa: Lembaga adat 
berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik/kepala Desa dan Kepala Keluharan 
dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sepanjang yang menyangkut hukum adat, 
adat istiadat kebiasaan-kebiasan masyarakat. Sedangkan dalam Perda No. 7 Tahun 
2000 mengenai lembaga-lembaga adat ini disebut dalam Pasal 5: 
1) Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 
didaerah tetap dipertahankan, dimamfaatkan, dipelihara, diberdayakan dan 
dibakukan. 
2) Lembaga-lembagan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain; 
a. Imuem Mukim 
b. Geuchik 
c. Tuha Peut 
d. Tuha Lapan 
e. Imuem Meunasah  
f. Keujrun Blang 
g. Panglima Laot 
h. Petua Senebok 
i. Haria Peukan 
j. Syahbanda 
Dalam Perda No. 7 Tahun 2000 pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa 
termasuk dalam lingkungan lembaga adat selain lembaga-lembaga adat yang 
terdapat di Kabupaten/Kota yang memiliki nama lain tetapi memiliki fungsi yang 
sama. Misalnya dikabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, lembaga Tuha Peut 
disebut lembaga Sarakopat. Perda Nomor 7 tahun 2000 juga mengakui keberadaan 
                                                          
6 M. Saleh Suhaidy, Buku Pegangan  Teungku Imuem Meunasah...,Hal 5 
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lembaga-lembaga yang masih hidup dan belum cukup berperan dalam kehidupan 
adat seperti Panglima Uteun, Pawang Glee, dan lain-lain. 
Dalam Perda No. 2 Tahun 1990 pada Pasal 4 disebutkan bahwa: lembaga 
adat berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik/Kepala Desa dan Kepala 
Keluharan dalam melaksankan tugasnya sehari-hari sepanjang yang menyangkut 
hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat.7  
Dari kesimpulan diatas dapat penulis simpulkan peran pemerintah 
Gampong adalah seseorang atau sekelompok orang yang berada dalam suatu tempat 
atau wilayah yang berwenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
B. Pengertian Gampong 
Gampong adalah daerah hukum kecil diaceh, seperti desa dijawa, dusun 
disumatra selatan, huta ditapanuli dan nagari diminang kabau dan kampung 
diwilayah melayu. Badruzzaman Ismail menjelaskan bahwa suatu gampong adalah 
daerah yang memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri. Dia juga 
menambahkan suatu gampong juga memiliki tatanan aturan, harta kekayaan dan 
batas teritorial. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat dan 
istiadatnya, bahkan berfungsi mengadakan peradilan adat sesuai dengan tatanan 
adat yang mereka miliki.8  
                                                          
7 M. Saleh Suhaidy, Buku Pegangan  Teungku Imuem Meunasah...,  Hal 7 
8 M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh..., Hal 177 
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Sebagaimana yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab XV Bagian Kedua 
Gampong 
Pasal 115 
(1) Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk Gampong atau nama lain. 
(2) Pemerintah Gampong terdiri atas Keuchik dan badan permusyawaratan 
Gampong yang disebut Tuha Peut atau nama lain. 
(3) Gampong dipilih oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh 
anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dipilih kembali 
hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.”9 
Pasal 116 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Keuchik dibantu perangkat gampong yang 
terdiri atas sekretaris Gampong dan perangkat Gampong lainnya. 
(2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
(3) Dala melaksanakan tugas sekretaris Gampong dan perangkat Gampong 
lainnya bertanggung jawab kepada Keuchik.10 
Pasal 117 
                                                          
9 Pasal 115 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 
10 Pasal 116 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 
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(1) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan Gampong dilakukan 
dengan memerhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, 
organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur 
dengan Qanun Kabupaten/Kota 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Keuchik diatur dengan 
Qanun Aceh.11 
Gampong merupakan bagian dari struktur pemerintah yang merupakan 
pemerinta terendah di Republik Indonesia. Keduanya sekaligus diakui sebagai 
entitas adat, sehingga gampong mempunyai kelembagaan adat dan berwenang 
menjalankan fungsinya. Fungsi adat melekat pada berbagai lembaga adat. Menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, lembaga adat 
berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan peneyelesaian masalah-
masalah sosial kemasyarakatan.12 
Lembaga-lembaga adat yang ada pada tingkat Gampong adalah: keuchik 
atau nama lain; tuha peut atau nama lain; tuha lapan atau nama lain; imuem 
meunasah atau nama lain; keujruen blang atau nama lain; panglima laot atau nama 
lain; pawang glee/uteun atau nama lain; peutua seunebouk atau nama lain; harian 
peukan atau nama lain; dan syahbanda atau nama lain. Lembaga adat tersebut 
bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Gampong. Hanya saja 
                                                          
11 Pasal 117 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 
12 Majalah Jeumala. Edisi 34. (Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA).2010) Hal 11 
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Keuchik dan Tuha Peut mempunyai fungsi ganda yakni sebagai lembaga 
pemerintahan juga sebagai lembaga adat. 
Sebagai lembaga yang ada di Gampong, maka lembaga adat-lembaga adat 
tersebut dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan oleh pemerintah 
sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang 
masing-masing lembaga adat. Selain itu lembaga adat berfunsi dan berperan 
sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam peneyelenggaraan Pemerintah Aceh 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan 
ketertiban masyarakat. 
Ada satu fungsi yang secara spesifik diberikan oleh Undang-Undang 
Pemerntah aceh (UUPA) kepada lembaga adat yakni fungsi penyelesaian masalah 
sosial kemasyarakatan. Untuk ini lembaga adat diberikan wewenang 
menyelesaiankan berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang tentunya termasuk 
berbagai sengketa yang ada dalam masyarakat. Dengan fungsi ini maka dalam 
kehidupan masyarakat adat di Gampong kalau ada sengketa maka akan diselesaikan 
oleh suatu majelis yang terdiri dari lembaga adat yakni Keuchik sebagai ketua 
majelis yang dibantu oleh Tuha Peut, Imuem Meunasah dan tokoh lainnya.13 
Gampong merupakan istilah yang digunakan oleh sebagai besar wilayah 
Aceh, terutama wilayah aceh bagian pesisir. Untuk beberapa daerah, menggunakan 
istilah lain, seperti kampong diaceh tengah, kute di aceh tenggara. Sehingga dalam 
peraturan Daerah ditingkat Provinsi selalu digunakan istilah Gampong atat nama 
                                                          
13 Majalah  Jeumala. Edisi 34..., Hal 13 
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lain. Gampong atau nama lain adalah “kesatuan masyarakat hukum yang berada 
diibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak 
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. (UU No 11 Tahun 2006 Tentang 
Pemerintahan Aceh). Defenisi tersebut hanya menjelaskan posisi gampong sebagai 
bagian dari struktur pemerintahan yang berda dibawah mukim dan mempunyai hak 
otonomi, tidak memberikan gambaran bahwa gampong juga dalam entitas adat. 
Namun demikian dilihat dari tataran empiris dari aspek kewenangan dan peran 
kelembagaan adat bisa dipahami juga bahwa gampong sebagai bagian dari struktur 
pemerintahan juga meurupakan entitas adat 
Gampong merupakan kesatuan hunian ‘asli’ Aceh yang dikenal sejak 
sebelum aceh menjadi wilayah kesultanan (Abad ke 16).  Gampong adalah kesatuan 
wilayah terendah yang asli lahir dari masyarakat bahkan sebelum adanya mukim 
yang merupakan kumpulan beberapa gampong, yang muncul setelah masa 
kesultanan di Abad ke 16 dan 17. Etnografer belanda, Snouck Haurgronje dalam 
laporan ekspedisinya diaceh sebelum berlangsungnya kolonialisme yang panjang 
ditanah itu mengemukakan bahwa gampong adalah wilayah adat.14 
Setiap Gampong (Desa) dipimpin oleh seseorang yang disebut Keuchik 
(kepala Gampong atau Desa). Sebagai kepala desa, Keuchik menjalankan tugas-
tugas pemerintahan dan tugas kemasyarakatan. Selain Keuchik, masyarakat juga 
menghormati seorang Ulama desa yang biasa disebut, tengku meunasah. Tugas dari 
tengku meunasah adalah memegangi urusan yang berhubungan dengan kerohanian 
                                                          
14Iskandar Eko Priyotomo, Peran Keuchik Dalam Revitalisasi Gampong Di Aceh Besar..., 
Hal 20 
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dan keislaman. Hubungan antara keuchik dan tengku meunasah ini diibaratkan 
sebagai “ayah dan ibu”. Masyarakat Aceh, selain Keuchik dan imam meunasah ada 
sekelompok orang yang sangat dihormati oleh penduduk gampong, yakni, tuha 
peut, artinya orang yang dituakan dalam gampong. Jumlah mereka ada empat 
orang, namun dalam kenyataannya jumlah ini tidak harus empat orang tetapi ada 
yang sampai tujuh atau delapan orang tergantung pada kampung yang 
bersangkutan. Para tuha peut ini berfungsi sebagai penasehat dan memberi saran 
dan pertimbangan, serta nasehat bagi keuchik maupun masyarakat pada umumnya. 
Secara spasial, di masa Kesultanan Aceh Gampong adalah merupakan 
kumpulan hunian dimana terdapat satu meunasah (atau Surau); dan umumnya suatu 
gampong terdiri dalam beberapa jurong (lorong) tumpok atau kumpulan rumah dan 
ujong (atau ujung gampong). 
Di masa lalu, komunitas aceh diikat oleh adat dan agama. Di Gampong, 
komunalisme berdasarkan teritorial berlangsung berabad-abad dan menjadi nafas 
bagi kehidupan orang aceh. Keuchik sebagai pimpinan masyarakat adalah tokoh 
yang dihormati berdasarkan agama dan kejujurannya, demikian juga dengan tuha 
peut atau tetua kamong yang merupakan badan perwakilan gampong. 
Demokrasi asli ala Aceh ini tidak mengambil wujud perwakilan tetapi 
dalam bentuk musyawarah atau meupakat adat yang diselenggarakan digampong 
jika diperlukan. Proses konsultasi diantara tuha peut. sebelum berlangsungnya 
struktur pemerintahan administratif ala negara indonesia, diatas gampong terdapat 
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mukim yaitu kumpulan beberapa gampong, sebagai tempat rujukan masalah adat 
jika tidak dapat di selesaikan digampong.15 
Demokrasi asli Aceh pada tingkat Gampong ini diwujudkan dengan adanya 
fungsi-fungsi pengaturan sumber daya ekonomi sebagai basis kesejahteraan 
masyarakat aceh. Maka itu, terdapatlah perangkat keujruen blang (pranata adat 
yang mengurus perairan untuk sawah) petua seunebok, dan pawang uten atau 
pawang glee. Masing-masing gampong dahulu adalah kesatuan masyarakat yang 
otonom dan mengalami perubahan dengan berdirinya kesultanan aceh, yang turut 
mempengaruhi stratifikasi sosial diaceh, sehingga tidak lagi berbasiskan pada 
ulama dan ulee balang, secara substantif gampong mencerminkan komuninalisme 
masyarakat aceh yang diwujudkan dalam keberadaan perangkat keuchik, imam 
meunasah dan tuha peut, dengan masing-masing menjalankan fungsinya diaspek 
pemerintahan sehari-hari dan ekonomi. 
Gampong mengalami penindasan dimasa kolonial baik dimasa jepang 
maupun belanda. Gampong berubah nama menjadi ‘desa’ ketika berlangsungnya 
pemerintahan Orde Baru yang menerapkan strategi kontrol teritorial melalui 
penyeragaman wilayah dan satuan pemerintah melalui UU No 15./th. 1979. 
Otonomi gampong dihancurkan oleh perluasan wilayah HPH, HTI, dan perbuatan 
kawan industri. Ureng gampong makin miskin, tertinggal, dan terjepit oleh konflik 
disebagian besar wilayah aceh. Meskipun gampong menjadi sebutan bagi kesatuan 
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masyarakat aceh secara hukum positif dan adat, tetapi dalam praktiknya ia tidak 
lebih dari sekedar ‘unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan’. 
Para Keuchik atau pimpinan Gampong tidak lebih dari kepanjangan 
Birokrasi diatasnya, yang tunduk dengan skema pembangunan tanpa dapat 
melakukan inisiatif untuk membangun Gampong, sama persis dengan nasib desa 
dan kelurahan dizaman Orde baru bahkan, dimasa konflik bersenjata untuk 
memudahkan kontrol teritori  aparat, Gampong diklasifiaksiikan menjadi tiga 
bagian: hitam, abu-abu dan putih. Ketika indonesia memasuki masa reforrmasi, 
dibawah pemerintah Presiden BJ Habibi dan Mega Wati. Keberadaan Gampong 
dipertahankan dalam produk Perundang-Undangan yaitu UU No 44./ 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18/ 
Tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD kedua produk perundang-undangan 
tersebut sekaligus merupakan awal dari proses revolusii konflik bersenjata di Aceh. 
Demikian juga, dalam klausul MOU Helsingki, keberadaan Gampong secara 
implisit diikuti dengan butir-butirnya mengenai adat Aceh Gampong yang dulunya 
tertindas dann komunitasnya tercerai berai, secara perlahan mulai menemukan 
energi untuk bangkit dan menata dirinya. Terakhir, dalam UU pemerintahan Aceh 
UUPA No.11/ Tahun 2006 Gampong diakuai sebagai wilayah yang otonom.16 
Gampong itu sendiri merupakan istilah khusus di Aceh yang dimaknai 
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah 
terendah langsung dibawah Mukim atau yang menyebut wilayah tertentu yang 
                                                          
16  Iskandar Eko Priyotomo, Peran Keuchik Dalam Revitalisasi Gampong di Aceh Besar 
..., Hal23 
23 
 
 
dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya 
masing-masing. Sebutan ini dapat dipahami sebagaimana istilah Nagari di Sumatra 
Barat atau secara lebih umum dikenal dengan istilah kelurahan. Satu gampong 
terdiri atas beberapa wilayah kemukiman. Gampong dipimpin oleh Keuchik. 
Keuchik tersebut mengemban tugas sebagai pemuka adat selain mengurus urusan 
administrasi pemerintah.17 
Realitas kehidupan masyarakat Aceh, Gampong tetap berada dalam 
lingkungan adat istiadat, meskipun masuknya pengaruh budaya tidak terelakkan. 
Mereka tetap memelihara tatanan kehidupan masyarakat dalam ikatan kebersamaan 
yang berprinsip pada ketenangan kerukunan dan kedamaian sebagai pola kehidupan 
sejahtera. Masyarakat aceh tidak ingin terusik oleh satu orang ataupun sekelompok 
orang terhadap lain, sehingga setiap persoalan yang mengganggu kehidupannya 
dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat secara damai, salah satunya 
yaitu melalui Pageu Gampong. 
Berdasarkan uraian/ungkapan tersebut diatas maka dapat di simpulkan 
Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada diibawah mukim dan 
dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan 
rumah tangga sendiri. 
 
 
                                                          
17 Buletin Haba. Harmonisasi Dalam Kehidupan Berbangsa. (Banda Aceh. Balai 
Pelestarian Nilai Budaya.2013) Hal 33 
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C. Fungsi dan Tugas Pemerintah Gampong 
1. Keuchik  
Keuchik adalah eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan gampong, 
suatu pimpinan dalam suatu Gampong, seorang Keuchik harus benar-benar 
memahami karakter sosial masyarakat. Seorang keuchik berfungsi sebagai alat 
kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban 
masyarakat, baik preventif maupun represif yang antara lain berupa penyelesaian 
masalah sosial kemasyarakatan dan penegahan dalam mendamaikan senketa yang 
timbul dimasyarakat. Keuchik bertugas untuk mengasuh anggota komunitasnya 
mengenai masalah-masalah adat, sosial dan pada masa terakhir pemerintahannya 
menyiapkan dan mengatur masalah administrasi pemerintahan. 
Keuchik memiliki wewenang yang luas dalam kapasitasnya sebagai seorang 
pemimpin. Sulaiman Tripa mengutip dari Snouck Hurgronje dalam  buku M.Jakfar 
Puteh: ada dua wewenang keuchik: memelihara tertib-aman, serta mengusahakan 
kesejahteraan. Berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, keuchik berwenang 
mengatur pemeindahan keluarga ke gampong lain, dimana harus seizin keuchik, hal 
ini berhubungan dengan berkebun; sama dengan orang yang bermukim digampong; 
perkawinan juga harus mendapatkan izin dari keuchik, terutama berkenaan dengan 
usia sigadis apakah masih dibawah umur atau sudah dewasa, atau perkawinan yang 
bertentangan dengan hukum adat, yang berarti bertentangan dengan hukum syariat. 
Keuchik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan berfungsi menciptakan 
suasana yang aman dan tentram bagi masyrakatnya. Setelah keamanan dan 
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ketentraman ini terwujud, maka terbentuklah sebuah sistem penegendalian sosial 
yang utuh dalam bingkai agama dan adat. Pengendalian sosial merupakan suatu 
kegiatan direncanakan maupun tidak direncanakan, mengajak bahkan memaksa 
warga masyarakat, agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat. Hukum adat memegang peran penting dalam pengendalian sosial 
masyrakat untuk mewujudkan kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai 
agama. Lembaga adat gampong dapat menciptakan pengendalian sosial dengan 
beberapa cara:  
a) Mempertebal keyakinan masyarakat akkan kebaikan kaidah-kaidah 
yang berlaku dalam masyarakat. 
b) Memberikan penghargaan kepada masyrakat yang mentaati kaidah-
kaidah yang berlaku dengan menerapkan sanksi positif. 
c) Mengembankan rasa malu dalam diri masyrakat apabila mereka 
menyimpang dari kaidah-kaidah tertentu. 
d) Menimbulkan rasa takut dengan penerapan sanksi yang efektif. 
e) Menyusun perangkap aturan-aturan hukum18 
Apabila dalam suatu masyarakat disuatu gampong telah terjadi pelanggaran 
hukum sya’riat maupun hukum adat maka keuchik harus bertindak adil dalam 
menyelesaikan suatu perkara dan diselesaikan dalam konteks budaya lokal. Sebagai 
pengedali sosial, keuchik harus mencari penyelesaian yang arif dan bijaksana, 
bukannya mencari siapa yang benar dan yang salah. Agar terciptanya keseimbangan 
sosial, keuchik dalam menyelesaikan perkara harus mengacu pada asas-asas 
sebagai berikut: 
a) Kedudukan pihak-pihak yang bertikai adalah sama  
b) Peradilan dilaksanakan dengan hakim kolegial dengan hakim terdiri dari 
keuchik, imuem meunasah, dan tuha peut, 
                                                          
18 M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh..., Hal 179 
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c) Hukum harus tigekakan, akan tetapi harus diperhatikan pula jangan dengan 
putusan itu menimbulkan perpecahan dalam masyrakat. 
d) Penyelesaian diwujudkan dalam bentuk perdamaian. 
e) Penyelesaian dalam perkara pidana dilakukan secara formal dan material. 
 Setiap terjadinya kasus-kasus pidana maupun perdata baik dilingkungan 
keluarga, masyarakat dalam satu gampong maupun dengan gampong lain, maka 
keuchik harus memberikan solusi akhir dengan penyelesaian kasus berupa 
perdamaian. Dalam hal ini, Badruzzaman Ismail, salah seorang tokoh adat Aceh 
menulis, “dalam membangun penyelesaian damai, biasanya mekanisnya “damai 
adat” ditempuh melalui dua jalan: pertama prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif 
(hukum adat), melalui forum “Adat Musapat” musyawarah para tokoh 
adat/lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian 
sengketa/pelanggaran dengan menggunakan asas “luka tasipat, darah tasukat 
“(kompensasi/kerugian), buet nyan geit pelcreulee keu bagah, beik jeut susah watei 
iblih teuka.” Kedua prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) 
didepan umum, dengan inti acara khanduri, peusijuk, bermaafan dan salaman.19 
 Tugas dan wewenang Keuchik adalah sebagai berikut: Dalam qanun 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam no. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan 
Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 11 ayat 1, tugas dan 
wewenang keuchik adalah, sebagai berikut: 
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong  
b) Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari’at Islam dalam 
masyarakat. 
c) Menjaga dan memelihara kelesrtarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-
kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 
d) Membina dan memajukan perekonomian masyrakat serta memelihara 
kelestaraian lingkungan hidup. 
                                                          
19 M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh..., Hal 180 
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e) Memlihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya 
perbuatan maksiat dalam masyarakat. 
f) Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong 
 
2. Tuha peut 
 Dalam sistem pemerintah Gampong, tuha peut (empat orang yang dituakan) 
merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai 
lembaga musyawarah yang kalau dikaitkan dengan sistem pmerintahan pada 
periode awal islam dapat disebut denga ahl al-hal wa al-`aqd  (anggota 
musyawarah tetap untuk menunjukkan kebijakan pemerintah). Anggota tuha peut 
biasanya tidak diangkat melalui pemilihan oleh warga, melainkan oleh pengajuan 
diri warga secara individual. Kendati demikian, bukan semua orang dapat 
mencalonkan diri. Budaya tahu diri dan tahu malu mencegah warga yang merasa 
tidak memiliki sesuatu kelebihan untuk mengajukan dirinya. Kelebihan yang 
dikehendaki dari seorang anggota tuha peut antara lain adalah pengetahuan dan 
kearifan dalam masalah-masalah kemasyarakatan..20 
 Dalam melaksanakan tugasnya dikehidupan masyarakat, Tuha Peut 
biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, 
disamping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan 
penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Tuha Peut 
sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-
peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembagunan Gampong. Setelah Tuha 
                                                          
20 IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan adat 
Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Hal 78 
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Peut terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur 
dalam pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 yaitu:21 
a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syariat islam dan adat dalam 
masyarakat. 
b. Memulihkan kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya 
setempat yang memiliki asaz mamfaat. 
c. Melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberi 
persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong. 
d. Melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas/merumuskan dan 
memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Penetapan 
Belanja Gampong. Sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan 
Belanja Gampong. 
e. Melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pengurusan terhadap pelaksana 
Reusam Gampong. Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Keuchik. 
f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah 
Gampong. 
 Tugas Tuha Peut adalah sebagai berikut: a). Membahas dan menyetujui 
anggaran pendapatan dan belanja Gampong atau nama lain; b). Membahas dan 
menyetujui Qanun Gampong atau nama lain; c). Mengawasi pelaksanaan 
pemerintah Gampong; d). Menampung dan menyalurkan aspriasi dalam 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan gampong; e). Merumuskan 
kebijakan gampong bersama Keuchik; f). Memberi nasehat dan pendapat kepada 
keuchik baik diminta maupun tidak diminta; g). Menyelesaikan sengketa yang 
timbul dalam masyarakat.22 
 
 
                                                          
21 Raudhatul Jannah, Peran Tuha Peut Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada 
Remaja Di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar. 2018 hal 12-13 
22 Raudhatul Jannah, Peran Tuha Peut Dal...,hal 14 
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3. Sekretaris gampong  
 Sebagaimana sekretaris mukim, sekretaris gampong juga merupakan tangan 
kanan dari keuchik dan bertugas dalam memperlancar tugas yang berhubungan 
dengan administrasi gampong. Karena berhubungan dengan administrasi, seorang 
administrasi gampong haruslah merupakan seseorang yang baik dalam hal 
administrasi.23  
D. Teori Struktural Fungsional 
a. Struktural Fungsional (Talcot Parsons) 
 Teori ini melihat bahwa kenyataan sosial dari suatu perspektif yang sangat 
luas, tidak terbatas pada tingkat struktur sosial saja. Berulang kali ia menunjukkan 
pendekatannya sebagai suatu teori mengenai tindakan yang bersifat umum, ia 
ungkapkan ide-idenya tersebut dalam karyanya Toward A Geneneral Theory Of 
Action (1951) bersama Edward A. Shils dalam The Social System (1951) sistem 
sosial hanyalah salah satu dari sistem-sistem yang termasuk perspektif keseluruhan. 
sistem kepribadian dan sistem budaya merupakan sistem-sistem yang secara analitis 
dapat dibedakan, termasuk didalamnya. Dalam analisis lebih lanjut, sistem-sistem 
sosial terbentuk dari tindakan-tindakan sosial individu.24 
Dalam teori sistem sosial tersebut, Parson dan rekan-rekannya mengembangkan 
kerangka A-G-I-L (Adaptacion, Goal Atteinment, Integration, Latten Pattren 
                                                          
23 M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh...,  Hal 182 
24 Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural), 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hal 153 
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Maintenance ) sebagai empat persyaratan fungsional dalam semua sistem sosial 
yang dikembangkan. 
1. Adaptacion menunjukkan kepada keharusan bagi sistem-sistem sosial 
untuk menghadapi lingkungannya yang bersifat transformasi aktif dari 
situasi yang pada umunya segi-segi situasi yang dapat dimanipulasi 
sebagai alat untuk mencapat tujuan dan inflexible suatu kondisi yang tidak 
dapat ataupun sukar diubah. 
2. Goal Attainment merupakan persyaratan fungsional yang berasumsi 
bahwa tindakan itu selalu diarahkan pada tujuannya, terutama pada tujuan 
bersama para anggota dalam suatu sistem sosial. 
3. Integration merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi 
antara para anggota dalam suatu sistem sosial. 
4. Latent Pattern Maintenance menunjukkan pada berhentinya interaksi, 
baik itu karena letih maupun jenuh, serta tunduk pada sistem sosial dimana 
dia berada. 
 Keempat persyaratan fungsional tersebut dipandang Parsons sebagai suatu 
keseluruhan yang juga terlibat dalam saling tukar antar lingkungan. Lingkungan 
sistem sosial terdiri atas lingkungan fisik, sistem kepribadian, sistem budaya dan 
organisme prilaku. Pendekatan funsional struktural sebagai mana yang telah 
dikembangkan oleh Parsons dan para pengikutnya, dapat kita kaji melalui sejumlah 
anggapan dasar mereka sebgai berikut: 
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a) Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang 
saling berhubungan satu sama lain. 
b) Dengan demikian, hubungan pengaruh saling mempengaruhi diantara 
bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.  
c) Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, 
namun secara fundamental sistem sosial selalu cendurung bergerak ke arah 
equilibrium. 
d) Sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi pemeliharaan batas 
dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi 
lingkungan, dan konrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.  
Keempat sistem tindakan merupakan alat analitis untuk menganalisis dunia 
nyata.  
Sistem Sosial. Konsepsi parsons tentang sistem sosial di mulai dari level 
mikro, yaitu interaksi antara ego dengan alter ego, yang di definisikan sebagai 
bentuk paling dasar dalam sistem sosial, ia tidak banyak menganalisis level ini, 
meski ia memang berpendapat bahwa ciri-ciri sistem interaksi ini hadir dalam 
bentuk yang lebih kompleks yang di ciptakan oleh sistem sosial. Parsons 
mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut : 
Sistem sosial terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu 
sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau 
lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi ke arah “optimisasi 
“kepuasan“ dan yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk 
hubungan satu sama lain, didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk 
sistem simbol yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama. 
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Sistem kultural. Parsons menyebut kebudayaan sebagai kekuatan utama 
yang mengikat berbagai elemen dunia sosial, atau, dalam bahasanya, sistem 
tindakan. Kebudayaan memerantai interaksi antara aktor dan mengintegrasikan 
kepribadian dengan sistem sosial, kebudayaan memiliki kapasitas tertentu, paling 
tidak, untuk menjadi komponen sistem lain, jadi, dalam sistem sosial, kebudayaan 
menumbuh dalam norma dan nilai, sedangkan dalam sistem kepribadian, 
kebudayaan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya, namun sistem kultural 
bukan sekedar bagian dari sistem lain: ia juga memiliki eksitensi terpisah dalam 
bentuk stok pengetahuan sosial, simbol, dan gagasan. Aspek-aspek sistem kultural 
ini memang terdapat dalam sistem sosial dan kepribadian,namun tidak menjadi 
bagian darinya.  
Sistem kepribadian. sistem kepribadian tidak hanya di kendalikan oleh 
sistem kultural, namun juga oleh sistem sosial. Ini berarti Parsons tidak memberi 
sistem kepribadian tempat yang independen : Pandangan saya adalah bahwa, 
kendati konteks utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan 
kebudayaan melalui sosialisasi, kepribadian menjadi sistem independen karena 
hubungannya dengan organismenya sendiri dan melalui keunnikan pengalaman 
hidupnya sendiri : sistem kepribadian bukanlah sekedar epifenomena. 
Organisme Behavioral. Meski memasukkan organisme behavioral sebagai 
salah satu sistem tindakan, namun Parsons tidak terlalu panjang lebar 
membahasnya. Organisme behavioral di masukkan karena merupakan sumber 
energi bagi seluruh sistem. Meski di dasarkan pada bangunan genetis, organisasinya 
di pengaruhi oleh proses pengondisian dan pembelajaran yang terjadi dalam 
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kehidupan individu. Organisme behavioral jelas merupakan sistem bekas dalam 
karya Parsons, namun paling tidak ada alasan lain selain bahwa ia mengantisipasi 
adanya minat pada sosiobiologinya dan sosiologi tubuh (B.Turner, 1985) di 
kalangan beberapa orang sosiolog.25 
 
b. Struktural Fungsional (Robert K. Merton) 
Robert K.Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek 
analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola instutional, 
proses sosial, organisasi kelompok,pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir 
semua penganut ini berkecendrungan untuk memusatkan perhatiannya kepada 
fungsi suatu fakta sosial terhadapa fakta sosial yang lain. Hanya saja menurut 
Merton pula, sering terjadi pencampuradukan antara motif-motif subjektif dengan 
pengertian fungsi. Padahal perhatian struktural fungsional harus lebih banyak di 
tujukan kepada fungsi-fungsi di bandingkan motif-motif. Teori ini menekankan 
kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan 
dalam masyarakat. Konsep–konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi 
laten, fungsi manifest dan keseimbangan. 
Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri 
atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam 
keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa 
perubahan pula terhadap perubahan yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa 
                                                          
25 Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural), hal 
157 
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setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau 
ada fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan 
sendirinya.26 
 
E. Kepemimpinan Pemerintahan 
1. Defenisi Kepemimpinan 
 Secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut: 
a) Berasal dari bahasa dasar “pimpin” (dalam bahasa Inggris Iead) berarti 
bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak yaitu yang 
dipimpin (umat) dan yang dipimping (imam). 
b) Setelah ditambah awalan “Pe” menjadi “Pemimpin” (daalm bahasa Inggris 
Leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses 
kewibawaan kominikasi sehingga sehingga orang lain tersebut bertindak 
sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. 
c) Apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinta orang yang 
mengepalai antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan yaitu pimpinan 
(kepala) cenderung lebih otokratis sedangkan pemimpin (ketua) cenderung 
lebih demokratis. 
d) Setelah dilengkapai awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (dalam bahasa 
Inggris Leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam 
memengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan 
                                                          
26 Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)..., 
Hal 159 
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pencapaian tujuan bersama, sehingga yang bersangkutan menjadi awal 
struktur dan pusat proses kelompok.27 
2. Teori Kepemimpinan Pemerintahan 
 Berikut ini beberapa teori kepemimpinan agar diketahui kapan seseorang 
harus otokritasi dan kapan pula harus demokratis. 
a. Teori otokratis 
 Pemakaian teori otokratis dalam filsafat kepemimpinan Islam adalah jika 
berhadapan dengan larangan akan perbuatan haram. Dalam teori ini, bagaimana 
seorang pimpinan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya bekerja tanpa 
menerima saran dari bawahan. Perintah diberikan dalam satu arah saja. Artinya, 
baawahan tidak diperkenan kan membantah, mengkritik, hal ini karena dianggap 
bawahan bersalah dan tradisional. Cara ini biasanya terjadi pada organisasi militer 
terutama dalam keadaan darurat, dan memang berakibat cepat serta efektif namun 
tidak menutup kemungkinan timbulnya keresahan dikalangan bawahan. Apabila 
penyampaian pesan cukup jelas maka kebijakan (policy) atasan tidak memerlukan 
kebijsanaan (Wisdom) bawahan sebagai penjabaran dan inisiatif, tetapi bila ada 
yang kurang jelas maka bahwahan sudah harus mengerti kebiasaan atasan. 
b. Teori sifat 
 Pemakaian teori sifat dalam islam adalah mengkaji bahwa yang mengatakan 
bahwa kepemimpinan tercipta dari seseorang berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki 
                                                          
27 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Hal 105 
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seorang tersebut. Artinya, orang tersebut sudah sejak lahir memiliki ciri-ciri untuk 
menjadi pemimpin.  
 Menurut teori ini sesorang memiliki bawaan bakat turunan, antara lain 
cukup terampil untuk mengurus orang lain, memiliki kepekaan inisiatif, 
mempunyai rangsangan emosional untuk membela teman, dewasa dalam 
pemikiran. Percaya untuk terampil kedepan umum, kreatif dalam setiap kegiatan 
orang lain. 
c. Teori Manusiawi  
 Pemakaian teori manusiawi daalm islam adalah mengakaji bahwa teori yang 
pemimpinya benar-benar merasakan bawahannya (baik rakyat maupun staf) 
sebagai manusia yang dapat dimotivasi kebutuhannya sehingga menimbulkan 
kepuasan kerja. 
d. Teori prilaku pribadi 
 Daalm islam, pemakaian teori perilaku pribadi adalah mengkaji teori ketika 
pemimpin melakukan pendekatan pada bawahan melalui cara-cara non formal yang 
tidak resmi. Dengan begitu perintah biasanya dilakukan secara lisan dan bukan 
tertulis. Jadi kalau teori otokritas dinilai cukup efektif hasilnya maka teori prilaku 
pribadi cukup efesien dalam tenaga dan biaya.28 
                                                          
28 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Hal 107 
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BAB III 
METODE  PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, 
secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalm bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode 
alamiah.1  
Menurut David William dalam Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah 
pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, 
dan dilakukan oleh seseorang atau peneliti tertarik secara alamiah. Jelas defenisi ini 
memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, 
metedo alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.2 
B. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini adalah di Gampong Alue Baro Kecamatan 
Meukek Kabupaten Aceh Selatan, peneliti memilih objek penelitian ini adalah 
                                                          
1 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja rosda karya, 
2005)hal 5 
2 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif ..., Hal 5 
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untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam 
penertiban penambang emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.3 
Pertambangan yang ada di Aceh Selatan terletak di Gampong Alue Baro, 
merupakan jenis pertambangan rakyat. Pertambangan emas ini dilakukan oleh 
rakyat dalam rangka menambah penghasilan. Penghasilan pertambangan ini untuk 
mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi dalam hal ini menjadi dampak 
bagi lingkungan masa itu sendiri, walaupun dalam Undang-Undang telah 
ditetapkan, tetapi apabila terjadi kerusakan lingkungan perlu ditertibkan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Menurut Sutrisno hadi sebagaimana yang dikutip dalam buku Sugiyono 
metode penelitian administrasi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 
suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dan dua 
diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dari segi 
proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 
participan observation (observasi berperan serta) dan non participan observation 
(observasi tidak terlibat langsung).4 
Obeservasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 
dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang 
diselidiki.5 Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena 
                                                          
3 Dokumentasi Tahun 2018 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (bandung, Alfa beta,2013) Hal 166 
5 H. Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 61. 
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yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat 
(partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan 
jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi 
sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas 
yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya 
selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, 
peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu 
tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, 
mempertanyakan informasi yang menarik dan memperlajari dokumen yang 
dimiliki.6  
Dengan demikian, observasi, pengamatan, atau pemerhatian adalah metode 
penting dalam mendapatkan suatu data terkait penelitian ini, observasi dilakukan di 
Gampong Alue Baro. Antara lain yang diperhatikan adalah proses kegiatan ataupun 
aktivitas pertambangan emas di Gampong Alue baro. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberika jawaban atsa 
pertanyaan itu. 7Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi verbal dengan 
                                                          
6 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Cetakan Kedua (Jakarta: Erlangga, 
2009), hal. 101. 
7 Lexy J. Moleong. Metodelogi penelitian kualitatif. Hal 186 
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tujuan mendapatkan informasi. Disamping akan mendapatkan gambaran yang 
menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.8 
Terkait penelitian ini, wawancara dilakukan dengan dengan aparatut 
Gampong sebanyak 3 orang, yaitu Keuchik, Sekdes dan Tuha Peut. dan dengan 
masyarakat penambang sebanyak 2 orang. 
c. Dokumentasi 
Pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam (termasuk wawancara 
sejarah hidup) dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, 
memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel 
majalah, brosur, buletin dan foto-foto. Sebagian penelitian bahkan hanya 
mengandalkan kombinasi dokumen-dokumen ini, tanpa dilengkapi dengan 
wawancara, bila data dalam dokumen-dokumen dianggap lengkap, artinya secara 
memadai memberikan gambaran mengenai pengalaman hidup dan penafsiran atas 
pengalaman hidup tersebut.9 
D. Teknis Analisis Data. 
Analisis data adalah proses penyusunan data agar bisa ditafsirkan, dan 
memberikan makna. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 
metode ilmiah, karena dengan cara tersebut berguna dalam memecahkan penelitian. 
Model analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
                                                          
8 James A. Black. Metode Dan Permasalahan Penelitian Sosial, (bandung, Eresco, 1992) 
hal 306 
9 Dedi mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung, remaja rosdakarya,2004) hal 
195 
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deskriptif. Jenis penelitian tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar 
variabel yang ada. Oleh karena itu, pada suatu penelitian deskriptif, tidak 
menggunakan dan melakukan pengujian hipotesis.10 
Adapun penganalisisan semua data ini dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan sejumlah data, seperti data observasi, wawancara, dan data 
dokumentasi utnuk di seleksi dan dilakukan analisis. 
2. Menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian 
3. Menganalisis dan membahas serta menyimpulkan.11 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi untuk mencari dan menyusun data yang diperlukan. Hal ini didasarkan 
atas pertimbangan bahwa sasaran penelitian ini adalah kegiatan reduksi data, yaitu 
kegiatan analisa data secara keseluruhan atau menjelaskan tahap akhir dari proses 
perkembangan sebelumnya yang lebih sederhana. 
 
 
                                                          
10 Sanapiah, Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Grafindo, 2005). Hal 
20 
11 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Mutiara, 1987), hal. 105.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Secara geografis Gampong Alue Baro adalah salah satu Gampong yang 
merupakan bagian dari Kecamatan Meukek. Kecamatan Meukek salah satu 
kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan dengan ibu kota 
Tapak Tuan dan mempunyai luas wilayah 3.900 km2 dengan panjang garis pantai 
lebih kurang 169 km. Kecamatan Meukek mempunyai 4 mukim yang terdiri dari 
22 Gampong yaitu Alue Meutuah, Lhok Aman, Ladang Baro, Labuhan Tarok, 
Tanjung Harapan, Kuta Baro, Keude Meukek, Arun Tunggai, Blang Bladeh, Blang 
Teungoh, Ie Buboh, Kutabuloh I, Kutabuloh II, Ie Dingen, Drienjalo, Buket Meuh, 
Jambo Papeun, Alue Baro, Blang Bladeh, Rotteungoh, ladang Tuha dan Lhok 
Mamplam  didalamnya terdapat 4 mukim yaitu Mukim Ujong, Mukim Teungoh, 
Mukim Ateuh dan Mukim Bahagia.1 
 
 Pertambangan emas yang ada di Gampong Alue Baro di mulai sejak tahun 
2015 dan baru mendapatkan hasil sekitar tahun 2017 lalu, pertambangan ini tidak 
hanya dilakukan oleh masyarakat setempat namun banyak sekali masyarakat luar 
yang masuk ke Gampong Alue Baro untuk bekerja. Pertambangan emas ini 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan ekonomi masyarakat 
                                                          
1  Sumber Data:  Statistik Kecamatan Meukek  dari Gampong Alue Baro pada tahun 2016. 
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dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.2 Pertambangan emas ini termasuk 
kedalam jenis pertambangan rakyat dalam pasal 1 peraturan Mentri Pertambangan 
dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman pengelolaan 
pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (Golongan A dan B) 
pertambangan rakyat adalah: 
“usaha pertambangan bahan galian strategis stretegis (golongan a) dan vital 
(golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal 
di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang 
diusahakan secara serhana”.3  
Gampong Alue Baro termasuk sebagai salah satu dari 22 Gampong di 
Kecamatan Meukek, dengan luas wilayah 20500 H ± yang dipimpin oleh bapak 
keuchik Amren. Gambaran secara umum Gampong Alue baro berbatasan dengan: 
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Rottengoh  
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jambo Papen  
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gua Batak 
d. Sebalah Utara berbatasan dengan Gunong Meukek 
1. Gampong Alue Baro memiliki 3 (tiga) duson yaitu: 
a. Duson Ateuh 
b. Duson Teungoh 
c. Duson Bineh Ie 
                                                          
2 Hasil wawancara dengan Bapak Amren sebagai Keuchik Gampong Alue Baro pada 
tanggal 1 september 2018 
3 Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)Hal 115 
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d.  
Sumber: Buku Harian Gampong Alue Baro Tahun 2017 
2. Nama-nama Tuha Peut Gampong Alue Baro terdiri dari: 
a. Tgk. Aswadi sebagai Ketua Tuha Peut Gampong 
b. Salmi sebagai Wakil Tuha Peut gampong 
c. Darlius sebagai Sekretaris Tuha Peut Gampong 
d. Mabrul Annas sebagai Anggota tuha Peut Gampong 
e. Maisura sebagai Anggota Tuha Peut Gampong 
AMREN 
KEUCHIK 
TUHA PEUT SEKRETARIS 
DESA 
KHAIRUMAN 
KASIEPEMBER
DAYA AAN 
PEREMPUAN 
 
YUSMINAR 
KASIE  
KEMASYARAK
ATAN DAN 
KEPEMUDAAN  
DARMASYA
KASIE 
PEMERIN
TAHAN 
 
AZIS. M 
KAUR 
UMUM DAN  
TATA USAHA 
 
ALI USMAN 
 
KAUR 
KEUANGAN 
 
YULIARDI 
 
KAUR 
PERENCANAAN 
DAN                                     
PEMBANGUNAN  
 
PAJRI 
 
KEPALA DUSUN 
BINEH IE 
ANUAR YATMI 
 
K. DUSUN 
TENGOH 
 
ZULHEMI 
 
 
K. DUSUN ATEUH 
 
BAKRI MUDDIN 
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3. Nama-nama Tuha Lapan Gampong Alue Baro 
a. Yusni chandra sebagai Ketua Tuha Lapan 
b. Rajuli sebagai Wakil Tuha Lapan 
c. Jamili sebagai angggota Tuha Lapan 
d. Muna sebagai anggota Tuha Lapan 
e. Asmadil akhir sebagai Anggota Tuha Lapan 
f. M. Topit sebagai Anggota Tuha Lapan 
g. Rusmiati sebgai Anggota Tuha Lapan 
h. Dayuh sebagai Anggota Tuha Lapan 
4. Nama Imuem Meunasah Gampong Alue Baro adalah Tgk. Zukri 
5. Nama bendahara Gampong Alue Baro Yuliardi 
 
2. Populasi Penduduk 
Gampong Alue Baro memiliki jumlah penduduk 599 jiwa, dengan rincian 
297 orang laki-laki 302 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) 
sebanyak 166 KK. Mayoritas penduduk Gampong Alue Baro beragama Islam, 
dengan kondisi perekonomian utuk saat ini bisa dikatakan menengah keatas. Mata 
pencaharian sebahagian besar penduduk Alue Baro adalah sebagai penambang 
emas, langse batu, pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS). 4 
 
 
                                                          
4 Hasil wawancara dengan Bapak Khairuman sebagai Sekdes Gampong Alue Baro pada 
tanggal 5 september 2018 
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3. Keadaan sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat  
Dalam aspek sosial kemasyarakatan, kepekaan sosial masyarakat sangat 
kental hal ini tampak dari keaktifan kerjasama masyarakat dalm gotong royong 
pembersihan gampong. Begitu juga dengan budaya, karakteristik masyarakat islam 
sangat kental hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan tokoh-tokoh 
masyarakat setempat dengan mendirikan meunasah-meunasah pengajian untuk 
mengambil dan membawa mental serta spritual masyarakat yang siap menyambut 
gaya hidup modern dengan tidak meninggalkan spirit kebudayaan islam dalam 
kehidupan sosialnya. Dalam menangani permasalahan/persilisihan yang terjadi 
digampong, maka aparat Gampong Alue Baro sangat kompak, bekerjasama, saling 
menghargai, saling mendukung, baik dalam menangani sengketa dalam hal 
pertambangan maupun kenakalan remaja dan lain sebainya 
Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Usia di 
Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan 
 
NO PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 Petani 7 3 10 
2 Pedagang 9 9 18 
3 PNS 3 10 13 
4 TNI 2 - 2 
5 POLRI 1 - 1 
6 Penambang 200 - 200 
Jumlah 222 22 244 
Sumber: Keuchik Gampong Alue Baro Tahun 2018 
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Bila ditinjau dari sektor ekonomi masyarakat umumnya berada dalam status 
ekonomi menengah keatas dengan kata lain secara statistik ekonomi mayarakat 
sudah dikategorikan mapan sepenuhnya dengan mata pencaharian penduduk secara 
presentase adalah 109 % masyarakat penambang pada urutan teratas kemudian 
diikuti dengan PNS. Hampir semua penduduk Gmpong Alue Baro bermata 
pencaharian sebagai penambang. 
 
4. Sarana dan Prasarana Gampong Alue Baro 
Sarana dan prasarana serta profesionalisnme pengelolanya merupakan hal 
yang sangat spesifik dalam meningkatkan tingkat kemajuan suatu masyarakat 
gampong Alue Baro secara garis besar sudah memiliki sarana dan prasarana yang 
memadai untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik mulai dari prasarana 
untuk menjalankan pemerintahan gampong, pendidikan, agama, kesehatan 
masyarakat dan keamanan umum. 
Sarana yang telah ada dikelola dengan baik oleh pemimpin setempat serta 
mendapat dukungan yang baik oleh lapisan masyrakat, salah satunya sangat tampak 
dari sektor keagaman, dengan kerja sama dan motivasi keimanan yang tinggi, 
secara gotong royong tokoh masyarakat beserta semua lapisan masyrakat 
membersihkan bangunan meunasah dan mesjid. Meunasah ataupun menjid 
dimultifungsikan salahsatunya sebagai tempat musyawarak/meufakat, tempat 
penyelesaian perselisihan, balai pendidikan spritual masyarakat.  
Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang terdapat digampong Alue 
baro dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 
Sarana dan Prasarana Gampong Alue Baro 
 
No Nama Sarana Bidang Jumlah unit Kondisi 
1 Meunasah Agama 1 Baik  
2 Mesjid Agama  1 Baik  
3 Lap bola kaki Olah Raga 1 Baik  
4 Lap Volly Olah Raga 1 Baik 
5 Balai Desa Pemerintahan 1 Sewa 
 jumlah 5  
Sumber Keuchik Gampong Alue Baro Periode 2018 
 
B. Upaya Pemerintah Gampong dalam Penertiban Penambangan Emas. 
 Pengertian pertambangan rakyat dapat kita baca dalam pasal 1 huruf n 
Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan. Pertambangan rakyat adalah sebagai berikut: 
“suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, 
dan c seperti yang dimaskud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh 
rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-
alat sederhana untuk pencarian sendiri”.5 
 
 
                                                          
5 Salim, Hukum Pertambangan...,Hal 115 
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1. Luas wilayah pertambangan rakyat 
 Luas wilayah izin pertambangan yang diberikan kepada masyarakat diatur 
dalam Pasal 13 dan 17 Peraturan Mentri Pertambangan dan Energi Nomor 
01P/201/M.PE1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan 
Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). Dalam Pasal 13 diatur tentang luas 
maksimal wilayah pertambangan rakyat yang diberikan kepada masyarakat atau 
kelompok masyarakat dan luas wilayah pertambangan sungai. 
 Luas maksimal suatu wilayah pertambangan rakyat adalah 15 hektare. 
Sementara itu, luas wilayah pertambangan sungai cukup diukur atau ditetapkan 
menurut panjang dan lebar sungai. Sementara itu, dalam pasal 17 Peraturan Mentri 
Pertambangan dan Energi No 01 P/201/M.PE1986 tentang Pedoman Pengelolaan 
Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) diatur 
tentang luas wilayah untuk: 
a. Suatu izin pertambangan rakyat; 
b. Perorangan; 
c. Kelompok masyarakat; dan 
d. Koperasi. 
 Luas untuk satu izin pertambangan rakyat di berikan maksimal 5 hektare. 
Jumlah izin pertambangan rakyat yang diberikan kepada perorangan hanya untuk 
satu izin pertambangan, sedangkan luas wilayah pertambangan rakyat yang 
diberikan untuk perorangan seluas maksimal 5 hektare. Bagi kelompok masyarakat 
setempat hanya diberikan satu izin pertambangan rakyat dengan luas maksimal 5 
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hektare. Bagi koperasi dapat diberikan 5 izin pertambangan rakyat, dengan luas 
maksimal 25 hektare. 
2. Jangka waktu izin pertambangan rakyat 
 Didalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan diatur tentang janka 
waktu izin pertambangan rakyat. Dalam ketentuan itu ditentukan bahwa izin 
pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun. Jika 
diperlukan, izin tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Jangka 
waktu yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan tidak terbatas. 
3.  Berakhirnya izin pertambangan rakyat 
 Berakhirnya izin pertambangan rakyat adalah tidak berlakunya izin 
pertambangan rakyat yang diberikan pejabat yang berwenang untuk itu. 
Berakhirnya izin pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sudah habis 
waktu dan dicabut (Pasal 18 Peraturan Mentri Pertambangan dan Energi Nomor 01 
P/201/M.PE1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan 
Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). 
 Didalam surat keputusan izin pertambangan rakyat telah ditentukan jangka 
waktu berakhirnya izin pertambangan rakyat. Jangka waktu izin pertambangan 
rakyat telah ditentukan dalam lima tahun. Misalnya, jika izin yang diberikan oleh 
bupati/walikota ditetapkan pada tanggal 1 oktober 2004, maka berakhirnya izin 
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pertambangan rakyat pada tanggal 1 September 2009. Akan tetapi, apabila izin 
pertambangan rakyat diperpanjang, jangka waktu itu sampai pada tahun 2014. 
Hasil penelitian peran pemerintah dalam penertiban penambang emas dapat 
dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti 
lakukan. Hasil observasi peneliti bahwa gampong Alue Baro, pemerintah 
gampongnya sudah berperan dalam menertibkan penambang emas digampong 
tersebut melalui: 
a. Sosialisasi 
Pertama, dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Amren sebagai 
Keuchik gampong Alue Baro yang mengatakan mengenai upaya-upaya pemerintah 
dalam penertiban pertambangan emas bahwa: 
Kehidupan pertambangan digampong kita ini sangat meningkat semuanya 
bekerja sebagai penambang, sedikit sekali yang bekerja sebagai petani atau 
pekebun. Pertambangan ini merupakan pertambangan rakyat yang 
dikerjakan secara kecil-kecilan untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat. Upaya penertiban sudah dilakukan oleh aparatur Gampong.6 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Amren ini mengatakan bahwa upaya 
penertiban sudah dilakukan melalui dikeluarkannya surat edaran bersama tentang 
perturan-perturan pertambangan emas pada tahun 2017. 
b. Penyusunan 
Kami aparatur gampong membuat atau menyusun dan mengeluarkannya 
surat edaran tentang peraturan-peraturan pertambangan emas pada tahun 
2017 melalui musyawarah sebanyak tiga kali dengan seluruh masyarakat 
gampong Alue Baro, baik orang tua maupun yang muda-muda.7 
                                                          
6 Hasil wawancara dengan Bapak Amren sebagai Keuchik Gampong Alue Baro pada 
tanggal 1 september 2018 
7 Hasil wawancara dengan Bapak Amren sebagai Keuchik Gampong Alue Baro pada 
tanggal 1 september 2018 
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Berdasrkan hasil wawawancara dengan Bapak Amren ini mengatakan 
bahwa penyusunan peraturan-peraturan pertambangan emas pada tahun 2017 ini 
melalui musyawarah sebanyak tiga kali dengan masyarakat Gampong Alue Baro, 
pada pertemuan pertama melakukan sosialisasi apa-apa saja peraturan yang akan 
dibuat dan dipatuhi, mamfaat dari peraturan tersebut dan sanksi-sanksi yang akan 
dikenakan jika melanggar peraturan tersebut. Pertemuan yang kedua hanya 
mengecek ulang jika ada penambahan atau pengurangan dalam penertiban-
penertiban tersebut Kemudian pertemuan ketiga baru membuahkan hasil yang 
langsung ditanda tangani oleh Aparatur Gampong. 
c. Monitoring 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrul Rahman memberikan 
pernyataan tentang monitoring surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 
Gampong bahwa: 
 
“saya sudah bekerja sebagai penambang emas lebih kurang baru 2 tahun. 
Datangnya petugas pusat untuk menertibkan pertambangan ini tidak ada. 
Karena pemerintah gampong sudah mengeluarkan surat edaran tentang 
pertambangan emas digampong kita, Saya sendiri menjalankan peraturan 
tersebut dan masyarakat yang lain juga menjalankannya.”8 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Nasrul Rahman dapat penulis 
simpulkan bahwa Bapak ini sudah bekerja selama 2 tahun sebagai penambang, 
Bapak ini melihat sudah ada peraturan-peraturan yang diterapkan di Gampong Alue 
                                                          
8 Hasil wawancara dengan Bapak Nasrul Rahman sebagai Penambang emas Gampong Alue 
Baro pada tanggal 15 september 2018 
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Baro melalui surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong. 
Beliau menjalankan peraturan tersebut dan masyarakat lain juga menjalankannya. 
Selama dikeluarkannya surat edaran ini belum ada yang melanggar dari peraturan-
peraturan yang telah dibuat. 
d. Evaluasi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amren memberikan 
pernyataan tentang Evaluasi surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 
Gampong bahwa: 
Saya melihat masyarakat sebagian menjalankan perturan-perturan yang 
telah diberlakukan dan sebagian tidak menjalankan, buktinya masih ada 
lingkungan sekitar yang masih rusak. Misalnya parit dekat aliran rumah 
masyarakat tidak bisa dipakai lagi, padahal dalam peraturan pertambangan 
emas memang sudah tertulis tentang pendirian gelendong.9 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Amren dapat penulis simpulkan bahwa 
masih ada masyarakat yang belum menjalankan perturan-perutan pertambangan 
emas ini karena masih ada lingkungan yang rusak seperti, parit ataupun saluran air 
dekat pemukiman warga dan pihak aparatur gampong belum menindak lanjuti 
masalah ini. 
e. Sanksi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mabrur Annas sebagai Tuha 
Peut Gampong Alue Baro memberikan pernyataan tentang sanksi surat edaran yang 
telah dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong bahwa: 
“Sebelum membuka lobang tambang, pihak lahan (punya tanah) dengan 
pekerja sudah sepakat atas perjanjian masing-masing diatas materai 6000. 
Kemudian jika terjadi permasalahan maka aparatur gampong akan 
                                                          
9 Hasil wawancara dengan Bapak Amren sebagai Keuchik Gampong Alue Baro pada 
tanggal 1 september 2018 
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mengambil sikap yaitu: pertama, pak keuchik berpedoman diatas surat 
perjanjian yang telah disepakati pekerja dengan yang punya lahan. Kedua 
pak kechik mengambil sikap untuk memberhentikan atau lubang tersebut 
diberhentikan selama dalam permasalahan. Ketiga apabila sudah selesai 
antara pekerja dengan lahan maka kerjanya dilanjutkan dengan catatan ada 
sanksi-sanksi apabila lubang tersebut bermasalah lagi. Biasanya sanksi-
sanksi yang diberikan berupa tidak boleh membuka lagi lahan tambang yang 
sudah dikerjakan10 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mabrur Annas penulis dapat 
menarik kesimpulan bahwa persengketaan lahan tambang antar penambang 
diselesaikan dengan cara musyawarah yaitu antara aparatur Gampong dengan 
pekerja dan yang punya lahan dengan tiga tahap penyelesaian. Yang pertama 
aparatur gampong berpedoman kepada surat perjanjian antara pekerja dengan yang 
punya lahan. Kedua aparatur gampong memberhentikan aktivitas pertambangan 
selama area pertambangan tersebut bermasalah. Dan yang ketiga aparatur gampong 
akan memberi sanksi-sanski apabila area pertambangan tersebut bermasalah lagi. 
Adapun sanksi nya apaartur Gampong tidak memberikan izin kepada pekerja untuk 
bekerja lagi atau lobang tersebut akan ditutup. 
 
C. Hambatan-hambatan pemerintah Gampong dalam Penertiban 
Penambang Emas. 
Faktor-faktor yang menghambat peran pemerintah Gampong dalam 
menertibkan pertambangan ini terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal, 
                                                          
10 Hasil wawancara dengan Bapak Mabrul Annas sebagai Tuha peut Gampong Alue Baro 
pada tanggal 10 september 2018 
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berikut akan dideskripsikan masing-masing faktor penghambat peran pemerintah 
dalam menertibkan pertambangan emas ini. 
a. Hambatan Internal 
1. Perbedaan Pendapat antara Aparatur Gampong dengan penambang 
Hasil wawancara dengan bapak Amren sebagai Keuchik Gampong Alue 
Baro memberikan pernyatan bahwa: 
“Saya sebagai Keuchik mengalami kesulitan dalam hal menertibkan 
pertambangan karena perbedaan pendapat antara kami aparatur Gampong 
dengan Masyarakat. Jadi masyarakat merasa takut jika masuknya PT ke 
dalam Gampong nantinya masyarakat tidak bisa bekerja sepenuhnya dan 
jika PT yg mengambil alih semua maka akan dibagi dengan masyarakat. 
Jadi, masyarakat hanya mendapatkan penghasilan yang sedikit.”11 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amren penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan ataupun kesulitan Keuchik gampong 
karena perbedaan pendapat antara masyarakat dengan aparatur Gampong. 
Masyarakat tidak ingin jika aktifitas pertambangan ini dilegalkan karena 
masyarakat takut akan tidak ada lapangan pekerjaan lagi untuk mereka. 
2. Pemahaman masyarakat terhadap rusaknya lingkungan masih kurang 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmi sebagai masyarakat 
penambang Gampong Alue Baro memberikan pernyatan bahwa: 
Pencemaran yang sedang terjadi adalah parit yang tidak bisa dipakai lagi 
karena sebagian masyarakat yang punya gelondong (mesin penggiling 
emas) membuang air limbah ke parit tersebut, padahal himbauan dari 
aparatur gampong sudah dilakukan melalui surat edaran. Hanya saja 
masyarakat tidak menjalankannya.12 
                                                          
11 Hasil wawancara dengan Bapak Amren sebagai Keuchik Gampong Alue Baro pada 
tanggal 1 september 2018 
12 Hasil wawancara dengan Bapak Darmi sebagai Masyarakat Penambang Gampong Alue 
Baro pada tanggal 10 september 2018 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmi penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa  Pencemaran lingkungan yang sedang terjadi saat ini adalah air 
parit yang mengalir di sekitar rumah masyarakat yang tidak bisa difungsikan lagi 
karena air limbah yang tidak dijaga dan sembarangan dibuang keparit tersebut. 
Himbauan dari aparatur gampong telah dilakukan melalui surat edaran namun 
pemahaman masyarakat sangat kurang sehingga peraturan tersebut belum 
dijalankan hingga sekarang. 
b. Hambatan eksternal 
1. Koordinasi dengan Pemerintah kecamatan 
Hasil wawancara dengan Bapak Khairuman sebagai Sekdes gampong alue 
baro memberikan pernyataan tentang hambatan penertiban pertambangan emas 
digampong alue baro melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan bahwa: 
“Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan itu sudah ada, mereka sudah 
mengetahui bahwa adanya pertambangan di gampong kita,  pemerintah 
kecamatan hanya menghimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan dan 
menjaga air limbah tersebut supaya jangan sampai terkonsumsi oleh 
masyarakat, karna limbah tersebut mengandung air raksa, zat merkuri yang 
sangat berbahaya. Dalam hal penertiban, pemerintah kecamatan belum 
melakukannya karena pertambangan ini adalah pertambangan rakyat 
dilakukan secara kecil-kecilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, 
kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Untuk saat ini aparatur 
Gampong hanya mengeluarkan surat edaran pertambangan saja dan belum 
ada yang lain”13 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa Sekdes Gampong Alue Baro ini mengatakan bahwa koordinasi dengan 
                                                          
13 Hasil wawancara dengan Bapak Khairuman sebagai Sekdes Gampong Alue Baro pada 
tanggal 5 september 2018 
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pemerintah Kecamatan sudah dilakukan, Pemerintah Kecamatan hanya 
menghimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga air limbah supaya 
jangan sampai terkonsumsi oleh masyarakat karena air limbah tersebut 
mengandung air raksa atau zat merkuri yang sangat berbahaya. Sejauh ini aparatur 
Gampong hanya mengeluarkan sudrat edaran saja dan belum ada yang lain. 
2. Perseroan Terbatas (PT) 
Ketiga, hasil wawancara dengan Bapak Mabrur Annas sebagai tuha peut 
gampong yang memberikan pernyataan tentang hambatan pemerintah dalam 
penertiban penambang emas bahwa: 
“Kami mengalami kesulitan dalam hal menertibkan atau melegalkan 
pertambangan ini terkecuali adanya masuk PT ke sini baru orang PT 
tersebut yang mengurus semua surat izin pertambangan. Misalnya seperti 
dikampung mengamat dilegalkan oleh PT atas nama biji besi bukan 
pertambangan karena kalau pertambangan itu biaya pajaknya sangat tinggi 
dan kalau sudah masuk PT berarti masyarakat tidak bisa bekerja lagi. 
Pertambangan di gampung kita ini termasuk yang terakhir dikecamatan aceh 
selatan sesudah kampung sawang dan mengamat. Dan pertambangan 
dikampung kita ini baru mendapatkan hasil sekitar tahun 2017 kemarin.”14 
 
Hasil wawancara dengan Bapak Mabrur annas sebagai tuha peut gampong 
Alue baro bahwa: yang menjadi hambatan dalam penertiban pertambangan emas 
ini adalah belum adanya PT yang masuk ke Gampong Alue Baro. Jikalau sudah 
masuknya PT maka orang PT yang akan mengurus surat izin pertambangan. 
                                                          
14 Hasil wawancara dengan Bapak Mabrul Annas sebagai Tuha peut Gampong Alue Baro 
pada tanggal 10 september 2018 
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BAB V 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab-bab 
sebelumnya mengenai peran pemerintah dalam penertiban penambang emas. 
Maka sebagai bab penutup dalam penulisan ini, penulis menarik beberapa 
kesimpulan dan saran. 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan 
bahwa: Peran pemerintah dalam penertiban penambang emas sudah ada, hal ini 
dapat diketahui berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Keuchik Gampong 
Alue Bro.  
1. Upaya yang dilakukan oleh bapak keuchik maupun Aparatur Gampong 
dalam penertiban pertambangan emas antara lain: dilakukannya sosialisai, 
penyusunan, monitoring, evaluasi dan sanksi surat edaran bersama tentang 
peraturan-peraturan pertambangan emas di Gampong Alue Baro pada 
Tahun 2018.  
2. Hambatan dalam penertiban pertambangan emas yaitu: a. Hambatan 
internal, Perbedaan pendapat antara aparatur Gampong dengan 
penambangg, Pemahaman masyarakat terhadap rusaknya lingkungan 
masih kurang. b. Hambatan eksternal, Koordinasi dengan pemerintah, 
Perseroan terbatas (PT). 
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3. Saran  
Setelah melakukan penelitian pada bab-bab sebelumnya maka penulis 
dapat merekomendasikan beberapa hal berikut: 
1. Bagi pemerintah kabupaten aceh selatan, kecamatan meukek, agar dapat 
lebih memperhatikan aktivitas pertambangan yang terdapat digampong 
Alue Baro guna untuk menanggulangi dampak-dampak negatif yang 
terjadi di sekitar area pertambangan rakyat di Gampong Alue Baro. 
2. Bagi para tokoh gampong agar dapat mempertahankan atas apa yang telah 
ditertibkan serta memberi pengawasan yang lebih ketat terhadap 
penambang digampong Alue Baro kecamatan Meukek. 
3. Bagi para masyarakat penambang agar tidak menyalah gunakan ataupun 
agar dapat mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh aparatur 
gampong. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana upaya pemerintah gampong dalam penertiban penambang emas di 
Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan? 
2. Apa saja hambatan pemerintah gampong dalam penertiban penambang emas di 
Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan? 
 
A. Pedoman wawancara untuk Keuchik Gampong Alue Baro 
1. Bagaimana kehidupan masyarakat gampong Alue Baro? 
2. Bagaimana pola pekerjaan masyarakat Gampong Alue Baro? 
3. Bagaimana upaya penertiban pertambangan emas Gampong Alue Baro? 
4. Apakah pertambangan ini termasuk pertambangan ilegal? 
5. Apa-apa saja hambatan pemerintah Gampong dalam menertibkan pertambangan emas? 
 
B. Pedoman wawancara untuk Sekretaris Gampong  
1. Apakah pihak Kecamatan membolehkan aktivitas pertambangan ini? 
2. Selain mengeluarkan surat edaran dalam penertiban pertambangan apa yang dilakukan 
oleh aparatur Gampong? 
 
C. Pedoman wawancara dengan Tuha Peut Gampong 
1. Bagaimana penyelesaian jika terjadi persengketaan lahan tambang antar penambang? 
2. Apa saja faktor penghambat penertiban aktivitas pertambangan emas Gampong Alue 
Baro? 
3. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh aparatur Gampong kepada pekerja jika 
mengulangi kesalahan antar pekerja dengan yang punya lahan? 
  
 
D. Pedoman wawancara dengan para penambang 
1. Apakah Bapak mematuhi surat edaran yang telah dikeluarkan oleh aptur 
Gampong? 
2. Selama Bapak bekerja, apakah ada pemerintah pusat yang menertibakan 
pertambangan ini? 
3. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap lingkungan sekitar? 
4. Apa-apa saja lingkungan yang sudah tercemar saat ini? 
 
 
 
 
  
Foto Penelitian 
Keuchik Gampong Alue Baro 
 
Sekretarsis Gampong Alue Baro 
 
 
 
 
 
  
Tuha Peut Gampong Alue Baro 
 
Masyarakat Penambang Gampong Alue Baro 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Identitas Diri 
Nama  : Oka Liffia 
Tempat/ Tanggal Lahir : Alue Baro, 10 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan 
Kewarganegaraan/ Suku : Indonesia/Aceh 
Alamat : Gampong Alue Baro, Kec Meukek Kab 
Aceh Selatan 
Pekerjaan  : Mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 
Alamat Sekarang : Jln. Utama Rukoh, lr. Banna, Kecamatan 
Syiah Kuala 
Orang Tua/Wali 
Ayah : Dasmir (Alm) 
Pekerjaan : - 
Ibu : Jamilah 
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga 
Alamat : Gampong Alue Baro, Kec Meukek Kab 
Aceh Selatan 
2. Riwayat Pendidikan 
 
1. SD : SDN Alue Baro Tahun : 2008 
2. SMP : SMP N 1 Meukek Tahun : 2011 
3. SMA : SMA N 1 Meukek Tahun : 2014 
4. S-1 : UIN Ar-Raniry Tahun 2014- Sekarang 
  
 
Banda Aceh, 29 Desember 2018 
Penulis 
 
Oka Liffia 
